IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP SEGALA
KUALITAS OLEH PERUM BULOG KANWIL LAMPUNG

Skripsi

Oleh:
ALYA ADILA
NPM. 2216041054

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP GABAH SEGALA
KUALITAS OLEH PERUM BULOG KANWIL LAMPUNG

Oleh

ALYA ADILA

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan
Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menjadi
dasar pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah tanpa standar kualitas sebagai
upaya melindungi petani dan menjaga stabilitas harga gabah, khususnya pada
masa panen raya. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons atas permasalahan
harga gabah yang sering berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP),
keterbatasan penyerapan gabah oleh BULOG, serta rendahnya kepastian pasar
bagi petani. Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, seperti Perum BULOG,
Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan, Babinsa,
serta kelompok tani, sehingga menuntut koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh
Perum BULOG Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaannya di tingkat lapangan. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya,
komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi dalam mengatur proses penyerapan
gabah. Meskipun kebijakan ini dipersepsikan positif oleh petani karena mampu
menjaga stabilitas harga dan memperluas akses penjualan gabah, pelaksanaannya
masih menghadapi kendala teknis dan operasional yang memerlukan perbaikan
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Ketahanan pangan, Implementasi kebijakan.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MANDATORY RICE PADDY
ABSORPTION POLICY FOR ALL QUALITY LEVELS BY PERUM
BULOG IN LAMPUNG PROVINCE

By

ALYA ADILA

Presidential Instruction Number 6 of 2025 on the Procurement and Management of
Domestic Rice Paddy/Rice and the Distribution of Government Rice Reserves
serves as the legal basis for the implementation of the mandatory rice paddy
absorption policy without quality standards as an effort to protect farmers and
maintain rice price stability, particularly during the peak harvest season. This
regulation was issued in response to several problems, including rice paddy prices
often falling below the Government Purchasing Price (HPP), limited absorption
capacity by BULOG, and the lack of market certainty for farmers. The policy
involves various actors, such as Perum BULOG, the National Food Agency, the
Agricultural Office, Agricultural Extension Officers, Babinsa, and farmer groups,
which requires cross-sectoral coordination and communication. This study aims to
analyze the implementation of the policy by Perum BULOG in Lampung Province
and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation at
the field level. The research employs a qualitative approach, with data collected
through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that
policy implementation is influenced by policy communication, the availability of
resources, implementers’ commitment, and the bureaucratic structure in managing
the rice paddy absorption process. Although farmers generally perceive this policy
positively because it helps stabilize rice paddy prices and expand access to market
sales, its implementation still faces several technical and operational challenges that
require improvement to enhance policy effectiveness in the future.

Key Words: Public policy, Food security, Policy implementation.
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1.1.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian selama ini menjadi salah satu tulang punggung
perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta
memberikan kontribusi signifikan sebesar 14% terhadap Produk Domestik
Bruto (BPS, 2024). Sektor pertanian adalah pilar utama pertumbuhan
ekonomi nasional, tanpa investasi dan tenaga kerja yang memadai, pertanian
bisa tertinggal, melemahkan fondasi ekonomi negara (Lailatul W., 2025). Hal
ini menandakan sektor pertanian berperan penting dalam mewujudkan
ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pada konteks pembangunan
berkelanjutan, pengelolaan sektor pertanian menjadi aspek penting yang tidak
hanya menyentuh aspek ekonomi semata, tetapi juga sosial dan politik,
terutama dalam memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses

terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Salah satu komoditas pangan utama yang menjadi perhatian khusus
pemerintah adalah beras. Beras merupakan makanan pokok mayoritas
penduduk Indonesia, sehingga pengelolaan rantai pasok dan stabilisasi harga
beras menjadi hal penting dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi. Beras
memiliki peran penting dalam ruang lingkup konsumsi rumah tangga di
Indonesia, naik atau turunnya harga beras akan berdampak langsung pada
daya beli masyarakat terutama pada kelompok menengah ke bawah.
Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, seperti kebijakan harga
eceran tertinggi (HET), pembatasan impor, dan program pengadaan dalam
negeri, terus berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan

produsen dan konsumen. Maka dibentuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahu



2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, untuk mendukung pengelolaan

tersebut.

Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) ditunjuk sebagai lembaga yang
memiliki mandat dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas
harga pangan, terutama beras. BULOG memiliki wewenang untuk menyerap
hasil panen petani, menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP), serta
mendistribusikan beras melalui berbagai mekanisme intervensi pasar dan
program bantuan sosial. Implementasi kebijakan pengadaan gabah dan beras
sering kali menghadapi tantangan, termasuk dalam proses penyerapan gabah
dan harga yang ditawarkan kepada petani (Husna & Taufik, 2021). Berbagai
berita menyebutkan kendala dalam penyerapan gabah para petani, seperti
yang di lansir dari laman resmi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan,
Jawa Timur, harga pembelian di tingkat petani yang tidak sesuai dengan
ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) semestinya, penolakan gabah
yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta kurangnya peran
BULOG dalam menyerap gabah sehingga rendahnya harga pembelian gabah
petani oleh tengkulak (BBPP & BPPSDMP Pertanian Ketindan, 2025).

Pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut membuat sebuah kebijakan
yang berisi bahwa seluruh gabah yang terserap akan dihargai dengan HPP Rp.
6.500 dengan segala kualitas sebagai bentuk dukungan kepada para petani
agar hasil panen mereka tetap terserap oleh negara meskipun tidak memenuhi
standar kualitas tertentu. Kebijakan ini merupakan salah satu tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan
Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah, yang diperkuat melalui koordinasi antara Badan Pangan Nasional
(Bapanas) selaku lembaga yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah
serta menyusun petunjuk teknis kebijakan, Kementerian Pertanian sebagai
lembaga yang mendampingi para petani, serta Perum BULOG bertanggung

jawab dalam pelaksanaan teknis penyerapan gabah dan



pengelolaan cadangan beras pemerintah dalam rangka memenuhi target
penyerapan nasional sebesar 3 juta ton gabah. Langkah ini diambil sebagai
respons terhadap keluhan petani yang sering kali mengalami kesulitan
menjual gabah mereka karena alasan kualitas yang tidak sesuai dengan
standar BULOG, sehingga memaksa mereka menjual ke tengkulak dengan
harga rendah. Dengan adanya kebijakan wajib serap gabah tanpa syarat
kualitas ini, diharapkan tidak ada lagi gabah petani yang tidak terserap selama
masa panen, sekaligus memperkuat peran negara dalam menstabilkan harga

di tingkat petani dan pasar.

Menurut teori kebijakan publik (Dunn dalam Jatmiko, A. P., & Suharno,
2012), kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang memiliki
tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan dalam rangka
menjawab persoalan publik. Sementara itu, (Anderson dalam Kosari, 2018)
menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang dikembangkan oleh aktor atau kelompok
aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan. Dengan merujuk pada
pengertian tersebut, kebijakan wajib serap gabah segala kualitas dapat
diartikan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam memberikan jaminan
pasar bagi para petani saat pascapanen. Di sisi lain, menurut (Dye dalam
Abdullah, 2018), kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai “apa yang
pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (what governments
choose to do or not to do). Artinya, pemerintah memiliki wewenang penuh
dalam menentukan intervensi mana yang dianggap efektif untuk mencapai

tujuan kebijakan, dalam hal ini ketahanan dan kestabilan pangan.

Berdasarkan konteks kebijakan pangan nasional, khususnya terkait
pengelolaan produksi gabah sebagai bahan baku utama beras, kebijakan wajib
serap gabah menjadi instrumen penting yang terus menjadi perhatian
pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pengadaan
pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan pendapatan

petani. Ketentuan untuk menyerap gabah petani dengan segala kualitas



bertujuan memberikan jaminan pasar bagi hasil panen petani, mengurangi
potensi kerugian pascapanen, serta memperkuat cadangan gabah/beras
pemerintah. Oleh karena itu, setiap proses implementasi kebijakan ini perlu
diperhatikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan utamanya,
yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan kepastian distribusi pangan
dapat tercapai secara efektif. Pada praktiknya, kebijakan ini telah mulai
diterapkan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung yang dikenal

sebagai salah satu lumbung gabah utama di Pulau Sumatra.

Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam peta ketahanan pangan
nasional. Dengan luas baku sawah sebesar 363.798 Provinsi Lampung
memberikan kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sebagai salah
satu wilayah aktif yang melaksanakan kebijakan pengadaan gabah nasional
(Data Satelit Landsat 8, 2025). Salah satu bentuk nyata kebijakan ini adalah
program wajib serap gabah segala kualitas oleh BULOG Provinsi Lampung,
yang bertujuan menjamin hasil panen petani terserap maksimal, terutama
saat musim panen raya. Sebagai bagian dari target nasional penyerapan 3
juta ton gabah dalam program ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyerapan Gabah/Beras, BULOG
Lampung telah berhasil menyerap sekitar 330.000 ton melebihi target pada
masa panen raya dengan rentang waktu bulan Maret sampai dengan Juni
tahun 2025, hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung
kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan hasil pra-riset peneliti di Kantor
Wilayah BULOG Provinsi Lampung pelaksanaan kebijakan ini di Provinsi
Lampung tetap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tidak sesuainya
antara kebijakan dan fakta lapangan dikarenakan terdapat beberapa daerah
di Lampung yang belum menggunakan HPP Rp. 6.500 dengan semestinya,
serta keterbatasan dalam alokasi sumber daya, baik dari sisi logistik, sumber
daya manusia, maupun anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini juga
menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya mutu cadangan beras
pemerintah, yang dapat berdampak terhadap distribusi dan ketersediaan

beras layak konsumsi di pasaran.



Menurut implementasi kebijakan model Edward III (dalam Kadji, 2015)
menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh
empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,
dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting untuk memastikan
bahwa instruksi terkait kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas, konsisten,
dan dipahami oleh seluruh pelaksana. Sumber daya, yang mencakup tenaga
kerja, informasi, fasilitas, harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang
memadai agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, sikap
atau disposisi pelaksana turut menentukan, karena meskipun prosedur telah
jelas, implementasi tidak akan efektif tanpa adanya komitmen dan dukungan
dari pelaksana kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien diperlukan
untuk menciptakan mekanisme kerja dan koordinasi antar instansi yang baik
sehingga pelaksanaan kebijakan tidak terhambat oleh prosedur yang
kompleks. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu dikaji secara
menyeluruh untuk melihat sejauh mana keempat indikator tersebut berperan
dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan di Provinsi
Lampung. Efektivitas BULOG Lampung dalam menyerap gabah dari petani,
kesesuaian antara kebijakan dan di lapangan terkait HPP, kecukupan kapasitas
logistik, serta kualitas koordinasi internal maupun eksternal menjadi aspek

penting yang harus dievaluasi.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini didasarkan pada pentingnya
bagaimana implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh BULOG segala
kualitas di Provinsi Lampung dengan menggunakan model implementasi
kebijakan Edward III. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih
jelas mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan
sesuai harapan dan dapat menjawab persoalan klasik dalam pengadaan
gabah di tingkat petani. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun
daerah dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan pangan yang

lebih efektif, responsif, dan kontekstual dengan kondisi daerah.



1.2

1.3.

1.4.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG

Provinsi Lampung

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum

BULOG Provinsi Lampung

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi dan
pengetahuan khususnya bagi kalangan akademis Ilmu Administrasi
Publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dibidang

ketahanan pangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan,
pengetahuan, dan juga informasi mengenai ketahanan pangan khususnya
bagi peneliti, serta semua pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan

wajib serap gabah segala kualitas.



2.1.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran bagi peneliti
agar terhindar dari penelitian yang sama atau terjadinya plagiarisme dengan

kajian aspek yang diteliti serta locus dan focus yang sama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO. Judul, Nama, dan Tahun Fokus Penelitian Hasil Penelitian
1. Efektivitas Permendag No.  Teort: Berdasarkan data dan
24 Tahun 2020 Tentang Sistem Ekonomi & Hukum  kesimpulan yang ada,
Penetapan Harga Pancasila terdapat temuan bahwa:
Pembelian Pemerintah a. Kepemilikan sumber 1.Ketersediaan
(HPP) Untuk Gabah Atau daya cadangan beras
Beras dalam Menghadapi b. Aktor ekonomi tercukupi tapi tidak
Krisis Petani Di Indonesia. ¢. Arena dimana aktivitas dengan kepuasan
Farida Sekti Pahlevi. 2021 ekonomi petani terhadap
diselenggarakan ketetapan HPP.
d. Tujuan 2. Penetapan Harga
(Ismail, Munawar: 2019) Pembelian

Pemerintah ~ (HPP)
tidak sesuai dengan
harga pasar riil.

3. Implementasi
kebijakan pengadaan
gabah di lapangan
masih menunjukkan
adanya ketimpangan
antara regulasi dan
realitas, terutama
dalam distribusi
harga dan
perlindungan
pendapatan petani.

4. Lemahnya peran
implementor
terhadap harga pasar
menyebabkan
kekecewaan  petani
yang berdampak
pada krisis petani.




Implementasi  Kebijakan
Pengadaan Beras Badan
Urusan Logistik Dalam

Mewujudkan  Ketahanan
Pangan Di Kabupaten
Pinrang. Ummi Kalsum,
Muhammadiah, Anwar
Parawangi. 2021

Teori:

Edward III:
Komunikasi
Sumber Daya
Struktur Birokrasi
Disposisi

ao o

Berdasarkan data dan
kesimpulan yang ada

diperoleh

temuan

berupa:

1.

Sumber daya masih
kurang  memadai
termasuk  sumber
daya manusia, dan
kurangnya fasilitas,
yaitu alat-alat mesin
yang bisa
menghasilkan beras
premium.

BULOG  Pinrang
belum  maksimal
dalam  mengelola,
mengkoordiasi
kegiataan
pengadaan  beras
BULOG, sehingga
diadakannya
pendidikan dan
pelatihan  khusus
untuk
meningkatkan
keterampilan teknis
dan manajerial
dalam  pengadaan
beras yang
dilakukan oleh
BULOG.

Implementasi  Kebijakan
Pengadaan Beras Pada
Perusahaan Umum Badan

Urusan Logistik (Perum
Bulog) Dalam
Mewujudkan  Ketahanan
Pangan Di Kabupaten
Sumbawa. Sri
Nurhidayati, Khaerul
Makmur, dan  Donny
Wijaya. (2023)

Teorti:
1. Good

. Akuntabilitas
Transparansi
Responsibilitas
Kemandirian
Kewajaran

Mmoo o

Corporate
Governance (GCQG)

Keberlangsungan

Hasil  penelitian  ini
menunjukkan bahwa:

1.

Pencapaian  target
dan realisasi
pengadaan  beras
dalam negeri, dari
tiga tahun terakhir
yaitu tahun 2020-
2022, bahwa
BULOG Kabupaten
Sumbawa  belum
mampu memenuhi
target yang sudah
ditentukan.

Harga yang di
bawah standar
membuat para
pengusaha  kilang
padi tidak mau
menjual  berasnya
ke BULOG,
menyebabkan stok
beras di BULOG

menipis dan
terjadinya ~ impor
beras.

Sumber: Diolah Peneliti 2025



2.2

Tabel 1 menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan
Implementasi Kebijakan Wajib Serap Gabah oleh Perum BULOG sebagai
upaya untuk menyejahterakan petani dan memperkuat cadangan pangan
nasional. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu Peneliti tidak
menemukan kesamaan topik atau lokasi. Penelitian ini berfokus pada proses
implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG Lampung
untuk memeroleh deskripsi mengenai efektivitas implementasi kebijakan

tersebut oleh Perum BULOG Lampung.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep sentral dalam ilmu administrasi negara
dan studi pemerintahan. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai "rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (khususnya pemerintahan)"
(Warstiti,dkk, 2024). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan
sekadar keputusan sesaat, melainkan hasil perumusan yang rasional dan

terstruktur untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam literatur akademik, berbagai definisi kebijakan publik telah
dikemukakan oleh para ahli. Dye dalam (Abdullah, 2018) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan" (whatever governments choose to do or not to do) .
Definisi ini menyoroti bahwa tindakan atau tidaknya pemerintah terhadap
suatu isu merupakan bentuk kebijakan. (Anderson dalam Kosari, 2018)
menambahkan bahwa kebijakan publik adalah "rangkaian tindakan yang
memiliki tujuan tertentu dan diikuti oleh satu atau beberapa aktor dalam
menangani suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian" (a
purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing

with a problem or matter of concern) .



Secara konseptual, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia
demi kepentingan publik. Kebijakan merupakan dampak dari sinergi,
kompromi, kemitraan atau bahkan persaingan antara berbagai gagasan, teori,
ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu
negara. Eulau dan Prewitt dalam (Musjarwanto, 2015) berpendapat kebijakan
adalah keputusan mutlak yang diidentifikasikan oleh konsistensi dan tingkah
laku yang berulang kali dari mereka yang membuat dan dari mereka yang
mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya, Jones menganalisis indikator-
indikator pengertian kebijakan yang terdiri dari tujuan yang diinginkan,
rencana atau proposal untuk mencapai tujuan, program yang berwenang untuk
mencapai tujuan, tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat
rencana, melaksanakan, dan menilai rencana, serta akibat-akibat dari rencana

tersebut .

William N. Dunn dalam (Kadji, 2015) menyatakan bahwa kebijakan publik
adalah hasil dari serangkaian keputusan yang saling terkait, yang diambil oleh
aktor-aktor politik untuk memilih tujuan serta cara mencapainya . Artinya,
kebijakan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara berbagai
kepentingan, institusi, dan sumber daya. Sementara itu, Agustino dalam
(Kadji, 2015) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian
tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan
publik. Kedua definisi ini mencerminkan kondisi sosial-politik lokal dan

menjadi dasar dalam memahami dinamika kebijakan di Indonesia.

Dari beberapa definisi diatas, penulis memilih definisi kebijakan publik
menurut Willim N. Dunn yang mendefinisikan kebijakan publik merupakan
hasil dari serangkaian keputusan yang saling terkait, yang diambil oleh aktor-
aktor pemerintahan untuk memilih tujuan serta cara mencapainya. Kebijakan

publik adalah fondasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi
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2.3.

menuju masa yang dicita-citakan. Kebijakan publik itu pada dasarnya
merupakan sebuah aktivitas yang khas ( unique activity), dengan pengertian
ia mempunyai karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis
lain. Karakteristik khusus yang akrab pada kebijakan-kebijakan publik
bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu pada umumnya dipikirkan,
didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang disebut sebagai

orang-orang yang memiliki otoritas, Wahab dalam (Meutia, 2017).

Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (dalam Kadji, 2015) menyatakan bahwa “Implementasi
kebijakan, seperti yang telah kita lihat, adalah tahap pembuatan kebijakan
antara penetapan kebijakan seperti pengesahan undang-undang, penerbitan
perintah eksekutif, penetapan keputusan pengadilan, atau pengumuman
peraturan perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat
yang terpengaruh. Jika suatu kebijakan tidak tepat, dan tidak dapat mengatasi
masalah yang menjadi tujuan kebijakan tersebut, kebijakan tersebut
kemungkinan besar akan gagal, tidak peduli seberapa baik kebijakan tersebut
diimplementasikan. ~ Bahkan,  kebijakan = yang  cemerlang jika
diimplementasikan dengan buruk dapat gagal mencapai tujuan para

perancangnya”

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakikatnya
adalah upaya yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang
sudah dirancang dengan baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Nugroho (dalam Kadji, 2015).
Memberikan ~ dua  pilihan  implementasi.  Pertama  langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan yang kedua,
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik
tersebut. Dari dua pilithan tersebut, agar setiap kebijakan dapat
diimplementasikan, maka seharusnya diperhatikan juga apa dan bagaimana

bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik.
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Sementara itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan
suatu proses administratif yang dapat dianalisis pada tingkat pelaksanaan
program tertentu. Proses ini hanya dimulai ketika tujuan dan sasaran
kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, rencana program telah disusun, dan
alokasi anggaran tersedia serta siap digunakan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan. Pemahaman mengenai implementasi dalam konteks ini akan
sejalan apabila dikaitkan dengan lokus dan fokus pelaksanaan kebijakan,
sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1995), bahwa
implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh organisasi pemerintah maupun aktor swasta, baik secara individu
maupun kolektif, dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran kebijakan yang

telah dirumuskan, (Kadji, 2015).

Implementasi kebijakan sejatinya bukan hanya sekedar kesinambungan
antara mekanisme penjelasan keputusan-keputusan politik ke dalam sebuah
prosedur yang kontinu pada suatu birokrasi, melainkan lebih sekedar itu, ia
menyangkut isu-isu, keputusan, dan siapa yang memeroleh apa dari suatu
kebijakan. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan
merupakan aspek penting dari seluruh rangkaian proses kebijakan. Dengan
demikian implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang
dijalankan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun
swasta, yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah
ditentukan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses ini mencakup
upaya konkret untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk tindakan
teknis dan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta langkah-langkah
lanjutan untuk mewujudkan perubahan, baik berskala besar maupun kecil,
sebagaimana ditetapkan dalam rumusan kebijakan tersebut. Penting untuk
dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih
dahulu ditetapkannya sasaran dan tujuan yang jelas melalui suatu keputusan

kebijakan.
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Oleh karenanya, dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik yang
diimplementasikan secara efektif merupakan wujud dari partisipasi
berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan
masyarakat luas. Implementasi kebijakan tidak hanya bertujuan untuk
melayani kepentingan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif.

2.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus
sebagaimana direncanakan. Berbagai kendala dapat muncul dan
memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, baik yang berasal dari aspek
internal maupun eksternal. Sunggono dalam (Aviandani, 2022) menyatakan
bahwa terdapat empat faktor penghambat dalam proses implementasi

kebijakan, yaitu:

1. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu kebijakan dalam
implementasinya disebabkan karena masih semunya isi dari kebijakan
tersebut, kebijakan yang tidak spesifik, dan tujuan yang tidak terperinci.
Kegagalan sebuah implementasi kebijakan lainnya juga bisa terjadi
karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan
yang dilaksanakan, dan masih kurangnya sumber daya yang tersedia
seperti biaya, waktu, dan tenaga manusia.

2. Jika para implementor tidak mendapatkan informasi dengan patut, maka
kemungkinan telah terjadi miskomunikasi di dalam birokrasi tersebut.

3. Dukungan implementasi kebijakan publik akan sulit terealisasikan jika
kurang mendapatkan dukungan dari publik.

4. Pembagian potensi berkaitan dengan perbedaan wewenang dan tugas dari
organisasi yang menjadi pelaksana. Ketimpangan akan terjadi dalam
struktur organisasi, jika adanya pembatasan wewenang yang kurang jelas
ataupun pembagian tanggung jawab yang kurang sesuai dengan potensi

yang dimiliki oleh tiap-tiap individu.
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2.3.2. Model-Model Implementasi Kebijakan

A. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh
Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Van Meter dan Van Horn
mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Model ini menegaskan
bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,
implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang

mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

Visi atau sasaran kebijakan
Komunikasi antar aktor
Sumber daya

Disposisi pelaksana

Karakteristik pelaksana

AN e

Kondisi ekonomi, sosial, dan ekonomi

Kebijakan publik menuntut tersedianya sumber daya yang memadai, baik
dalam bentuk anggaran maupun insentif lainnya. Kejelasan standar dan
sasaran kebijakan juga tidak menjamin keberhasilan implementasi apabila
tidak disertai dengan komunikasi yang efektif di antara para pelaksana
kebijakan. Faktor komunikasi menjadi aspek yang kompleks dan berpotensi
menimbulkan distorsi informasi. Dalam konteks organisasi publik, pimpinan
memiliki peran strategis untuk mengomunikasikan kebijakan secara jelas
serta menciptakan kondisi kerja yang mendukung peningkatan kapasitas dan
motivasi pelaksana agar sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan

(Kadji, 2015).
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B. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Agustino 2016) keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu
tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat

dilihat dari dua hal berikut :

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada
aksi kebijakannya.

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat
dua faktor, yaitu:

1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran

dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat
ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri

atas Content of Policy dan Context of Policy.
Content of Policy terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
d. Letak pengambilan keputusan

e. Pelaksana program.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Context of Policy terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

a. Kekuasaan,
b. Karakteristik lembaga dan yang berkuasa.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan

atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para



pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa
yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi
oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

C. Model Implementasi Kebijakan Edward I11

Edward III (1980) mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan
merupakan rangkaian yang penting setelah kebijakan ditetapkan, yaitu
bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Model implementasi kebijakan yang perspektif top down yang
dikembangkan oleh George C. Edward III. menamakan model implementasi
kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.
Edward menyatakan “In our approach to the study of policy implementation,
we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful
policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy
implementation?”” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards

I (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam
mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi pelaksana. dan struktur birokrasi, (Kadji, 2015).

Communication

F 3

Policy of
Implementation

v /

Bureaueratic
Structure

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward I1I
Sumber: Kadji, (2015)
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Komunikasi

Pemahaman terhadap tugas yang harus dilaksanakan hanya dapat
tercapai apabila proses komunikasi berlangsung secara efektif. Oleh
karena itu, setiap keputusan kebijakan beserta peraturan pelaksanaannya
perlu dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan secara tepat.
Komunikasi yang disampaikan harus memiliki karakteristik akurat, jelas,
dan konsisten agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sesuai harapan.
Peran komunikasi sangat penting guna menciptakan keselarasan antara
pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga implementasi dapat berjalan
sesuai ketentuan. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi
kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator. Pertama, transmisi, yakni
proses penyaluran informasi yang baik agar implementasi kebijakan
dapat dilaksanakan secara optimal. Kegagalan pada tahap ini sering kali
menimbulkan kesalahpahaman. Kedua, kejelasan, yaitu informasi yang
diterima pelaksana harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.
ketidakjelasan terkadang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas,
namun pada kondisi tertentu justru berpotensi menyimpangkan tujuan
kebijakan. Ketiga, konsistensi, yaitu instruksi atau perintah yang
disampaikan harus konsisten dan tidak sering berubah agar tidak

menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya. Sumber daya menjadi aspek penting dalam
pelaksanaan kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan dapat
dicapai. Menurut Edward III (dalam Kadji, 2015), terdapat beberapa
elemen yang menjadi indikator. Pertama, Sumber daya manusia
merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan
sering terjadi akibat jumlah staf yang tidak mencukupi, tidak memadai,
atau kurang kompeten di bidangnya. Kedua, Informasi, Informasi
memiliki dua dimensi. Pertama, informasi mengenai cara pelaksanaan

kebijakan, sehingga implementor memahami tugas yang harus
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dilakukan. Kedua, informasi terkait tingkat kepatuhan pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi, agar dapat dipastikan bahwa pihak yang
terlibat menaati hukum yang berlaku. Ketiga, kewenangan memberikan
legitimasi kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa
kewenangan yang jelas, kekuatan implementor tidak diakui publik,
sehingga berpotensi menggagalkan implementasi. Terakhir, sarana dan
prasarana juga memegang peranan penting. Meskipun pelaksana
memiliki staf yang cukup, pemahaman tugas, dan kewenangan,

implementasi akan sulit berhasil tanpa dukungan fasilitas yang memadai

Disposisi Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang berperan
penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar
implementasi berjalan efektif, para implementor tidak hanya perlu
memahami tugas yang harus dilakukan serta memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki kemauan dan sikap positif
terhadap kebijakan tersebut. Umumnya, implementor memanfaatkan
kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan kebijakan. Hal ini
dapat disebabkan oleh independensi mereka terhadap pembuat kebijakan
maupun kompleksitas permasalahan yang ada. Meskipun pemanfaatan
otoritas bergantung pada kecenderungan sikap pelaksana terhadap
kebijakan, pada akhirnya sikap tersebut akan menentukan cara mereka
memandang kebijakan dan dampaknya terhadap kepentingan individu
maupun organisasi. Tidak jarang implementor bertindak tidak
sepenuhnya sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Akibatnya,
pembuat kebijakan kerap harus menyesuaikan atau membatasi otoritas
pelaksana agar implementasi tetap sesuai tujuan. Apabila pelaksana
memiliki sikap yang mendukung kebijakan, maka pelaksanaan
cenderung selaras dengan tujuan awal. Sebaliknya, perbedaan sikap dan
pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menyebabkan

implementasi tidak terarah dan menimbulkan kebingungan.
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24.

d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya
telah tersedia dan para pelaksana memiliki pemahaman serta kemauan
untuk menjalankan kebijakan, implementasi dapat gagal apabila terdapat
kelemahan dalam struktur birokrasi. Kompleksitas kebijakan biasanya
membutuhkan kerja sama banyak pihak, sehingga apabila struktur
birokrasi tidak mendukung, hal ini dapat membuat pemanfaatan sumber

daya menjadi tidak optimal dan menghambat proses pelaksanaan.

Menurut Edward III (dalam Lestari, 2016) terdapat dua indikator yang
dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang
lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operating Prosedures
(SOP) Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang
kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas
yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Serta
penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan
yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin
besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan,

semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di
semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun
daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang
sangat penting dan bersifat urusan wajib. Menurut Food and Agriculture
Organization (FAO), 2023, ketahanan pangan merupakan kondisi dimana
setiap orang, dari waktu ke waktu memiliki kemampuan secara fisik dan

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan makanan bergizi
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dan memiliki preferensi pemilihan makanan yang sehat. Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ketahanan pangan adalah
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi-definisi
tersebut ketahanan pangan merupakan salah satu aspek krusial dalam
pembangunan nasional yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan,
keamanan, serta kesejahteraan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu

negara.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah menetapkan berbagai
kebijakan publik untuk mengatasi tantangan yang kompleks, seperti
keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan
ketergantungan pada impor. Strategi kebijakan pemerintah dalam menjaga
ketahanan pangan mencakup penetapan pengembangan infrastruktur
pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, penguatan sistem
logistik, serta pemberdayaan masyarakat dan petani sebagai pelaku utama

dalam sektor pangan (Miyasto dalam Zahra, 2023).

Secara global, berbagai negara juga mengembangkan strategi serupa dengan
pendekatan yang disesuaikan terhadap kondisi masing-masing untuk menjaga
ketahanan pangan. Misalnya, Finlandia dinobatkan sebagai negara yang
memiliki peringkat terbaik untuk ketahanan pangan (The Economist
Intelligence Unit, 2020). Menurut Fernandes, (2021) Pemerintah Finlandia
dalam rangka menjaga ketahanan pangan dinegaranya mengembangkan
strategi untuk menjaga ketahanan pangan seperti menggandakan nilai ekspor
makanan menjadi 3 miliar Euro pada tahun 2025, membentuk Forum
Penelitian Pangan, memperkuat jaringan kebijakan pangan nasional, serta

membangun ekosistem bisnis pangan yang berfungsi sebagai wadah
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komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan inovasi di sektor pangan. Praktik
tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada
ketersediaan pangan, tetapi juga pada tata kelola, inovasi, dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan, yang dapat menjadi salah satu referensi bagi

Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Strategi ketahanan pangan di Indonesia saat ini terus diperkuat melalui
berbagai kebijakan terkini yang berfokus pada peningkatan produksi,
stabilisasi harga, serta penguatan cadangan pangan nasional. Salah satu
strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia
adalah dengan membuat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Beras/Gabah Dalam Negeri. Kebijakan ini
dibentuk sebagai respons pemerintah terhadap petani saat masa pascapanen.
Kebijakan ini memberikan kepastian pasar untuk para petani dengan
menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebesar Rp. 6.500/ Kg pada
tiap pembelian gabah petani per kilogramnya. Selain itu kebijakan ini juga
dalam upaya mendukung cadangan beras pemerintah, menjaga ketahanan
pangan, serta mewujudkan swasembada beras di Indonesia. Kebijakan ini
dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan
Indonesia melalui stabilitas harga beras sekaligus melindungi petani dari

kerugian pascapanen dan penguatan cadangan beras nasional.

Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang peneliti ambil di mana ketahanan
pangan menjadi dasar utama dalam memahami tujuan dan urgensi kebijakan
wajib serap gabah tersebut. Melalui pemahaman terhadap konsep ketahanan
pangan, peneliti dapat menelaah bagaimana kebijakan ini berkontribusi
terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan

nasional, sekaligus melindungi kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.
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2.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C.
Edward III sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG di Provinsi
Lampung. Model ini menekankan empat variabel utama yang memengaruhi
keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai
sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan
bagaimana keempat variabel tersebut berperan dalam mendukung atau

menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan wajib serap gabah sudah
dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan
maksimal, dikarenakan:

1. Terdapat indikasi tidak sesuainya antara kebijakan dan keadaan di
lapangan, terdapat beberapa daerah di Provinsi Lampung yang belum
menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp. 6.500 per
kilogram sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang
pengadaan dan penyerapan beras/gabah nasional dapat
mengakibatkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan ini.

2. Masih terdapat kendala yang menghambat proses penyerapan gabah.
a. Kecukupan kapasitas penyimpanan belum memadai
b. Terbatasnya sumber daya

Teori Model Implementasi Kebijakan Edward III

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Efektivitas implementasi kebijakan wajib serap gabah segala
kualitas sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025
tentang pengadaan dan penyerapan gabah/beras guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti, 2025
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3.1

1. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digagas oleh peneliti dalam mengusung penelitian ini
adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan
Taylor berpendapat (dalam Moloeng, 2011) mengartikan bahwa metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan-lisan dari para responden yang
diamati. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang dilandaskan
dengan pandangan logis dan empiris yang digunakan untuk menganalisis dan
meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai
instrumen kendali. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan) atau hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik
alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, dan proses lebih penting

dibandingkan hasil.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan keadaan atau peristiwa sebagaimana
adanya di lapangan, sehingga bersifat , mengungkap fakta dan memberikan
gambaran objektif mengenai obyek apa yang sedang diteliti. Tidak terlepas
dari pokok permasalahan penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian
dengan pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah implementasi
kebijakan wajib serap gabah oleh Perum Bulog Lampung dengan studi

analisis model kebijakan Edward III.



3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan salah satu
asumsi tentang gejala dari suatu objek yang bersifat holistik (menyeluruh dan
saling berkesinambungan, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menilai
hanya dari segi variabel penilaiannya saja, tapi keseluruhan situasi dan
kondisi sosial yang diteliti dengan meliputi aspek tempat, pelaku, dan

aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward II1
yang memandang bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh
empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan
struktur birokrasi. Berdasarkan model tersebut, fokus penelitian ini ditetapkan

sebagai berikut:

1. Komunikasi
Efektivitas komunikasi antar aktor kepentingan (BULOG,
Gapoktan/Poktan, Dinas Pertanian, dan Babinsa) kebijakan yang termuat
dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan
Penyerapan Beras/Gabah Nasional.
2. Sumber Daya
a. Ketersediaan fasilitas sarana dan pra-sarana dalam menyimpan dan
memproses serapan gabah.
b. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya di Kanwil BULOG
Provinsi Lampung, sebagai aktor utama pelaksana kegiatan.
3. Struktur Birokrasi
Kesesuaian antara aturan kebijakan dengan keadaan di Lapangan.
4. Disposisi Pelaksana
Keberpihakan implementor kebijakan terhadap Instruksi Presiden No. 6
Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyerapan Beras/Gabah Nasional.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Kejelasan mengenai jenis dan sumber data sangat penting untuk menjamin
keakuratan dan validitas hasil penelitian. Data merupakan bahan baku utama
yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.
Menurut Arikunto (2002) segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan
untuk menyusun suatu informasi. Data yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
melalui kegiatan pengumpulan di lapangan pada suatu penelitian. Data ini
diperoleh melalui narasumber atau informan dalam sebutan lain
responden, yaitu merupakan orang yang dijadikan sebagai sarana untuk
mendapatkan informasi ataupun data di lokasi penelitian. Teknik utama
yang digunakan dalam pengambilan data ini adalah dengan wawancara,
yang memungkinkan peneliti untuk mendapat informasi secara detail dan
kontekstual mengenai implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh
Perum BULOG Lampung. Dimana data tersebut akan diperoleh melalui
wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu
para profesional yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterlibatan
langsung dalam proses implementasi kebijakan di ruang lingkup

penelitian.

Tabel 2. Data Informan

No. Informan Informasi yang Diperoleh

1.  Manajer Divisi Pengadaan Informasi yang peneliti peroleh
Perum BULOG Kanwil dari Manajer Divisi Pengadaan
Lampung Kantor ~ Wilayah  BULOG

Provinsi Lampung meliputi
tentang bagaimana disposisi
BULOG sebagai implementor
dalam implementasi kebijakan
wajib serap gabah di Provinsi
Lampung, mekanisme koordinasi
antar divisi BULOG
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Kantor Wilayah Provinsi
Lampung, serta kendala
struktural yang dihadapi pada
saat proses Implementasi
kebijakan wajib serap gabah di
Kantor Wilayah BULOG
Provinsi Lampung

2.

Asisten Manajer Divisi
Pengadaan Perum BULOG
Kanwil Lampung

Informasi yang peneliti peroleh
dari Asisten Manajer Divisi
Pengadaan  Kantor = Wilayah
BULOG Provinsi Lampung
meliputi tentang pelaksanaan
teknis kebijakan wajib serap
gabah di tingkat operasional,
peran dan tanggung jawab
pelaksana dalam menjalankan
instruksi dari  manajemen,
mekanisme koordinasi antara staf
lapangan dengan pihak terkait
seperti  petani dan  dinas
pertanian, serta ~ hambatan
administratif maupun teknis yang
muncul selama proses
implementasi kebijakan wajib
serap gabah di  Provinsi
Lampung.

Gapoktan Harapan Makmur
Kecamatan Rajabasa, Kota
Bandar Lampung

Informasi yang peneliti peroleh
dari Gapoktan Harapan Makmur
meliputi tentang pelaksanaan
kebijakan wajib serap gabah di
tingkat petani, hubungan kerja
sama antara petani dengan pihak
BULOG dalam proses
penyerapan gabah, mekanisme
komunikasi dan  koordinasi
selama proses pengadaan, serta
kendala yang dihadapi petani
dalam memenuhi ketentuan dan
persyaratan penyerapan gabah
oleh BULOG di Provinsi
Lampung.
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4.

Gapoktan Maju Sejahtera
Kecamatan Rajabasa, Kota
Bandar Lampung

Informasi yang peneliti peroleh
dari Gapoktan Maju Sejahtera
meliputi tentang pelaksanaan
kebijakan wajib serap gabah di
tingkat petani, hubungan kerja
sama antara petani dengan pihak
BULOG dalam proses
penyerapan gabah, mekanisme
komunikasi dan  koordinasi
selama proses pengadaan, serta
kendala yang dihadapi petani
dalam memenuhi ketentuan dan
persyaratan penyerapan gabah
oleh BULOG di Provinsi
Lampung.

Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung

Informasi yang peneliti peroleh
dari Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung mencakup peran dinas
dalam melakukan pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
kepada petani terkait
implementasi kebijakan wajib
serap gabah oleh BULOG.
Peneliti  juga memperoleh
informasi mengenai pola
koordinasi  antara  penyuluh
pertanian, petani, dan BULOG
dalam mendukung kelancaran
proses penyerapan, serta berbagai
kendala teknis maupun non-
teknis yang dihadapi dinas dalam
memastikan kebijakan berjalan
efektif di Provinsi Lampung.
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6.  Babinsa Kelurahan Rajabasa Informasi yang peneliti peroleh
Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota dari Babinsa (TNI) meliputi
Bandar Lampung peran Babinsa dalam melakukan

pendampingan kepada petani
selama proses penanaman hingga
panen untuk memastikan
kelancaran pelaksanaan
kebijakan wajib serap gabah oleh
BULOG. Peneliti juga
memperoleh informasi mengenai
mekanisme pemantauan Babinsa
terkait pengawasan terhadap
potensi penyimpangan harga atau
praktik yang merugikan petani.
Selain itu, informasi mengenai
pola koordinasi Babinsa dengan
penyuluh pertanian, Gapoktan,
dan pihak BULOG, serta
hambatan  operasional  yang
mereka hadapi dalam menjaga
stabilitas produksi dan
penyerapan gabah, turut menjadi
fokus yang akan digali dalam
penelitian ini.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

2. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan kumpulan data tertulis yang digunakan sebagai
informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umunya
dapat berbentuk buku, jurnal, berita, foto, dan lain-lain yang terkait dengan
penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh atas dasar sumber
yang kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan. Sumber data dalam
penelitian ini berupa informasi dari media massa serta karya ilmiah yang
dipublikasikan di internet ataupun perpustakaan Universitas Lampung
serta berbagai literasi terkait dengan implementasi kebijakan wajib serap

gabah segala kualitas khususnya pada Provinsi Lampung.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
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peneliti dalam menunjang penelitian ini sebagai berikut:

1.

Observasi

Tahap observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh
pemahaman langsung mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di
lapangan. Observasi ini dimulai dari mekanisme pengadaan, interaksi
antara BULOG dengan petani maupun Gapoktan, alur administratif
yang dijalankan, hingga mekanisme pendampingan yang dilakukan
oleh Babinsa dan penyuluh pertanian. Melalui pengamatan langsung
terhadap aktivitas pengadaan gabah oleh BULOG, serta situasi
transaksi di tingkat petani, peneliti dapat menilai sejauh mana prosedur
kebijakan diterapkan sesuai ketentuan, serta mengidentifikasi praktik
yang menyimpang atau tidak konsisten dengan regulasi. Observasi juga
membantu melihat kondisi nyata terkait sumber daya, seperti jumlah
personel, ketersediaan fasilitas, dan beban kerja pada khususnya masa

panen raya.

Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data
tertulis maupun arsip resmi yang relevan dengan proses implementasi
kebijakan. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan
menelaah berbagai dokumen institusional, seperti pedoman operasional
BULOG terkait mekanisme pengadaan gabah, profil umum berupa
struktur organisasi BULOG, serta dokumen berupa peraturan pemerintah
dan keputusan presiden yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan juga
dianalisis untuk memahami konteks normatif dari implementasi di daerah.
Melalui dokumentasi, peneliti dapat memastikan kesesuaian antara aturan

tertulis dan praktik di lapangan, sekaligus memperoleh gambaran objektif
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mengenai kinerja, kendala, dan perkembangan implementasi kebijakan
selama periode penelitian. Teknik ini penting untuk melengkapi data hasil
wawancara dan observasi sehingga menghasilkan temuan yang lebih
menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut

beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. Dokumen Penunjang Penelitian

No. Dokumen yang Digunakan

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan
Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan
Beras Pemerintah

2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan

Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah Dan

Beras

Struktur Organisasi Kantor Wilayah BULOG Lampung

4.  Materi Pengadaan Gabah Kering Panen Kantor Wilayah BULOG
Provinsi Lampung

5. Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Gabah/Beras PSO Tahun 2024 &
2025 Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung

W

6.  Kapasitas Gudang Induk BULOG Provinsi Lampung

7. Notulen Sosialisasi Pengadaan Gabah Perum BULOG Provinsi
Lampung

8.  Alur Administrasi Pengadaan Gabah Kantor Wilayah Provinsi
Lampung

9. Surat Penugasan Kerja Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung
Kepada Jasa Prima Logistik 2025.
10 Alur Pengadaan Gabah BULOG Lampung Tahun 2025

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi
mendalam dari para pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh
kebijakan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi,
serta penilaian informan terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam
penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-
terstruktur kepada berbagai informan utama, seperti BULOG, pendamping
dari TNI dan Dinas Pertanian, serta perwakilan Gapoktan atau petani

pemasok gabah. Melalui wawancara, peneliti dapat mengidentifikasi
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dinamika implementasi kebijakan, mencermati kendala teknis dan
administratif, menilai efektivitas koordinasi antar-aktor, serta memahami

bagaimana kebijakan tersebut dilakukan pada praktik di tingkat petani.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif, yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diteliti. Fenomena yang di teliti secara
deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap
mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017)
analisis data merupakan sebuah proses memanipulasi data hasil penelitian
sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama
yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data pada penelitian tentang implementasi kebijakan wajib serap
gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung dilakukan
dengan menyederhanakan seluruh temuan lapangan menjadi gambaran
yang lebih mudah dipahami namun tetap mencerminkan kondisi
sebenarnya. Informasi dari BULOG, Gapoktan, petani, penyuluh
pertanian, serta Babinsa dirangkum untuk menunjukkan bahwa
pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan di
lapangan. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain keterbatasan
jumlah petugas, prosedur administrasi yang rumit, komunikasi yang belum
merata kepada petani, serta adanya pengaruh tengkulak dan perantara yang
berdampak pada harga gabah. Melalui proses reduksi data, seluruh temuan
tersebut dipadatkan akan menjadi jawaban dari inti persoalan, yaitu bahwa
implementasi kebijakan belum berjalan efektif karena mekanisme
pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan kondisi

dan kebutuhan di tingkat petani.



2.

Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian implementasi kebijakan wajib serap
gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung
dilakukan dengan menampilkan hasil temuan lapangan secara teratur
dan mudah dipahami, tanpa melepaskan konteks ilmiahnya. Data yang
telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang
menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat BULOG,
petani, Gapoktan, penyuluh pertanian, dan Babinsa sebagai
pendamping. Setiap informasi disajikan berdasarkan topik-topik utama
yang muncul dari wawancara dan observasi, seperti pelaksanaan
kebijakan, mekanisme koordinasi, kendala operasional, respons
petani, dan faktor eksternal. Penyajian ini juga dilengkapi dengan
kutipan pernyataan informan untuk memperkuat keabsahan data dan

menunjukkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari
keseluruhan tahapan analisis. Dalam penelitian terkait implementasi
kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG
Provinsi Lampung penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses
analisis yang berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga
interpretasi akhir. Setelah data direduksi dan disusun ke dalam fokus-
fokus penelitian, peneliti kemudian menelusuri pola, kecenderungan,
serta keterkaitan antar temuan untuk memahami bagaimana kebijakan
tersebut berjalan di lapangan. Kesimpulan kemudian dirumuskan
dengan menghubungkan kondisi empiris dengan kerangka teori
implementasi kebijakan Edward III, sehingga terlihat bagaimana aspek
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi. Proses ini
juga mempertimbangkan konsistensi informasi dari berbagai informan
seperti petani, Gapoktan, Babinsa, penyuluh pertanian, dan pejabat
BULOG untuk memastikan bahwa gambaran yang diperoleh benar-

benar mencerminkan kondisi nyata.
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3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya tidak
hanya berfungsi untuk membantah anggapan bahwa penelitian kualitatif
bersifat tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian integral yang melekat
dalam kerangka pengetahuan penelitian kualitatif, Moeloeng (dalam
Setyowati, 2011). Pada penelitian kualitatif teknik keabsahan data
mencakup berbagai bentuk pengujian untuk memastikan validitas hasil
penelitian. Salah satu yang digunakan adalah triangulasi sumber data
adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode
dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan
observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis,
arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto
(Fauzyah, 2015). Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau
data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan

(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti memperoleh data utama melalui wawancara dengan pihak Perum
BULOG Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan, Gapoktan
sebagai kelompok sasaran, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta
Babinsa yang berperan dalam pendampingan dan pengawalan kebijakan
di tingkat lapangan. Peneliti kemudian membandingkan data hasil
wawancara tersebut dengan hasil observasi langsung selama proses
pengadaan gabah di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan
data dokumentasi berupa SOP, petunjuk teknis (juknis), pedoman
pengadaan, laporan kegiatan, serta arsip resmi BULOG. Melalui proses
triangulasi sumber tersebut, peneliti menguji konsistensi informasi yang
didapatkan. Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut
membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai
realitas implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas di

lapangan.
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5.1.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib serap
gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Provinsi
Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini secara umum
telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, meskipun
masih menghadapi beberapa kendala di tingkat pelaksana. Kebijakan ini telah
berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan gabah petani serta menjaga
stabilitas harga di pasaran, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasi berjalan
melalui mekanisme yang cukup terstruktur dengan dukungan komunikasi dan
koordinasi antara BULOG, Dinas Pertanian, pemerintah daerah, dan aparat
pendamping seperti TNI. Ketersediaan anggaran dan pemberian kewenangan
pada personil BULOG dalam mengolah sumber daya turut membantu
mendukung dalam implementasi kebijakan. Pelaksana di lapangan juga
menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas,
meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan beban
administrasi yang tinggi. Struktur organisasi BULOG yang telah memiliki
pedoman dan pembagian tugas yang jelas membantu kelancaran operasional,
tetapi sistem birokrasi yang cenderung kaku dan berjenjang sering kali

memperlambat pengambilan keputusan teknis di lapangan.

Di sisi lain, hubungan antara pelaksana kebijakan dan petani pada dasarnya
berjalan baik melalui komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk
menampung aspirasi. Namun, praktik seperti keterlibatan tengkulak,
keterlambatan pembayaran, serta pemahaman kebijakan yang belum merata

masih menjadi kendala pelaksanaan. Jika dikaitkan dengan teori Edward III,
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implementasi kebijakan ini sudah mencerminkan beberapa prinsip penting
seperti koordinasi dan sikap pelaksana yang mendukung, namun masih
terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan mekanisme birokrasi yang
kurang adaptif. Dengan demikian, efektivitas kebijakan akan semakin optimal
apabila kapasitas pelaksana ditingkatkan, prosedur disederhanakan, dan
pengawasan lapangan diperkuat agar tujuan peningkatan kesejahteraan petani

dan stabilitas pangan dapat tercapai lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti memberikan

beberapa saran yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas

implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum

BULOG Provinsi Lampung:

1. Diperlukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan penyerapan
gabah oleh BULOG Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan
potensi dan kondisi masing-masing daerah sebagai pelaksana
kebijakan. Evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian antara
beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya pada
masa panen raya. Perbedaan karakteristik wilayah, volume produksi
gabah, serta intensitas pengadaan di tiap daerah perlu menjadi dasar
dalam penentuan kebutuhan personel, sehingga pelaksanaan
kebijakan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan
keterlambatan dalam proses administrasi maupun pengawasan
penyerapan gabah.

2. Akan lebih baik apabila prosedur administrasi dan mekanisme
birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah dibuat lebih
fleksibel dan efisien. Beban administratif yang tinggi dan sistem kerja
yang kaku membuat pelaksana di lapangan kesulitan menyesuaikan
kebijakan dengan kondisi lapangan. Di sisi lain, jumlah personel yang
sedikit menyebabkan beban kerja semakin berat. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi untuk menyederhanakan alur administrasi dan

pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pelaksana di daerah agar



kebijakan dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat, dan sesuai
kebutuhan lapangan tanpa mengabaikan ketentuan formal.

Disarankan agar BULOG meningkatkan keterlibatan langsung dalam
proses penyerapan di lapangan sekaligus melakukan kegiatan edukasi
kepada petani mengenai ketentuan harga, mekanisme serap gabah,
serta prosedur administrasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan petani pada pihak perantara dan mendorong proses
transaksi yang lebih optimal. Dengan adanya pendampingan langsung
dan peningkatan pemahaman petani, manfaat kebijakan wajib serap

gabah dapat diterima secara lebih optimal oleh kelompok sasaran.
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